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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendisain model implementasi bantuan CSR pendidikan yang efektif, melalui gambaran
assessment CSR pendidikan, perencanaan, implementasi, pengendalian dan dampaknya. Program ini diselaraskan dengan
program RJPM 2005-2025, meliputi empat hal penting yakni perbaikan di segala bidang, peningkatan kualitas pendidikan,
peningkatan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Selanjutnya disusun model konseptual implementasi bantuan CSR pendidikan yang efektif di Kawasan Industri Bogor.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang ditentukan secara purposive dan snowballing dengan semua responden
terpilih.  Strategi yang digunakan adalah studi kasus, khususnya berkaitan dengan CSR pendidikan, juga dilakukan
observasi, analisis dokumen, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program CSR, kemudian
disusunlah sintesanya. Program CSR pendidikan disalurkan oleh perusahaan besar seperti Indocement Heidelberg, Holcim,
dan Bogasari Flour Mills. Sistem implementasi program antara lain pemberian beasiswa, praktek kerja industri, study visit,
pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan. Agar implementasi CSR pendidikan efektif
disusun model konseptual CSR pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap. Diharapkan
implementasi CSR pendidikan (formal dan informal) pada masa yang akan datang menjadi lebih berguna yang dapat
meningkatkan citra pendidikan dan citra perusahaan.

Kata kunci: CSR Bidang Pendidikan, Efektivitas Implementasi Kebijakan, Kawasan Industri
ABSTRACT

School environment and their environmental operation industries are directly faced many problems and issues. So, it is
necessary that government, industry, and schools are related to make an industrial agreement for improving education
institution. Thus, the priorities of national development plans, as stated on the Repelita (Five years national planning) and
RIJPMN  2005-2025 (long term national planning), education was developed on the basis of 4 main strategies: the
improvement of opportunity, quality improvement of quality of education, improvement of relevancy of education to
development needs and improvement of efficiency in educational management. By dept interviewing to relevance
participants in industrial estate was purposively and snowballing system. In this case, CSR for education program, was
observed, analysis documents, synthesizing factors, then designed the model of effectively of the policy implementation. The
CSR education is one of the most important donations for financing the implementation of the educational administration.
Scholarships, infrastructure maintenance, laboratory device, practical and study visits are the priority program in the field
of industrial estate. Both of institutions, educational administration and CSR, however, are needed each other, as a
foundation support for sustainable education operation. This research was conducted in the area of Indocement Heidelberg
Group, Holcim Group, and Bogasari Group, which has been committed for distributing the donation continually. This
educational donation is aimed to help students to be able to develop attitude, knowledge, and skill, becoming to be
effectively. The effect of the CSR implementation is to be many benefits for educational image and company image.
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PENDAHULUAN
Kondisi pendidikan di kawasan industri saat perumahan, pertanian, dan lain-lain. Kawasan ini
ini  sangat memprihatinkan.  Sudah  banyak selalu memiliki resiko dan konsekuensi  sebab
pemukiman penduduk dan sekolahan tergusur oleh muncul konflik kepentingan (conflict of interest)
pembangunan  kawasan  industri.  Kebijakan antara dunia industri dan dunia pendidikan.
pembuatan kawasan industri dapat menimbulkan Konsekuensi ini harus ditanggung oleh pendidikan
masalah pada aspek lain, seperti alih fungsi lahan, di kawasan industri, yang terkesan dengan

berubahnya lokasi sekolah, pemukiman dan kebisingan, berdebu, jauh dari pemukiman, dan
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tidak nyaman. Satu sisi ekonomi, kawasan industri
mempunyai manfaat bagi peningkatan pendapatan,
di sisi lain adalah dapat menimbulkan masalah baru
terutama masalah infrastruktur pendidikan. Dalam
implementasi kebijakan inilah muncul
permasalahan  demi  permasalahan, sehingga
diperlukan kebijakan yang tidak merugikan.
Ambadar (2008) berpendapat CSR
memiliki manfaat pada masyarakat sekitarnya,
sekalipun maknanya belum jelas, hanya sekedar
membantu  pilar-pilar. Permasalahan timbul
mengingat banyaknya perubahan status, lokasi
sekolah dan lokasi pemukiman penduduk akan
tergusur dan berpindah tempat. Akibat lainnya,
ternyata merubah sistem lingkungan, kesehatan,
kesejahteraan,  sosial, budaya, infrastruktur,
pertanian, dan lain-lainnya.  Salah satu yang
terganggu adalah capaian standard pelayanan
minimum bidang pendidikan. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam  menyusun
standard pelayanan minimum  (SPM) bidang
pendidikan masih menyisakan  persoalan yang
besar. SPM bidang pendidikan dimasudkan untuk
peningkatan ~ mutu  pendidikan  berdasarkan
pemerataan, keadilan, kemuliaan martabat manusia.
Lokasi sekolah yang dibangun sudah seharusnya
dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan sistem
penyelengaraan pendidikan. Kebijakan SPM
pendidikan ini juga berlaku di kawasan industri,
namun demikian pelayanan pendidikan di kawasan
industri di tersebut masih jauh dari harapan, hal ini
terjadi karena berbagai kepentingan.
Penyelenggaraan pendidikan di  wilayah
industri  cukup unik, dan sewaktu-waktu mereka
siap berpindah tempat, dan melakukan perubahan.
Perubahan demografi wilayah ini adalah
perubahan fungsi lahan, jumlah penduduk, jumlah
sekolah, jumlah murid, konsentrasi pemukiman,
dan perubahan sistem sosial dan budaya. Belum
lagi dengan angkatan kerja yang datang ke kawasan
industri sebagian besar bukan warga  setempat,
karena penduduk setempat berpendidikan rendah
atau tidak lulus  SD, sementara perusahaan
menghendaki karyawan (buruhnya) dari orang-
orang yang telah lulus SMK yang siap bekerja.
Mereka berasal dari daerah lain yang lebih
berpengalaman di bidangnya. Perubahan
demografi yang demikian akan mengakibatkan
dampak positif dan negative. Dengan demikian,
outcomes dunia pendidikan dapat dirasakan
langsung oleh dunia industri (dunia kerja), karena
menjadi nilai masukan yang amat penting bagi
penopang faktor ekonomi, baik secara mikro

maupun makro. Jadi pendidikan dan industri tak
dapat dipisahkan, mengingat keduanya saling
memerlukan dan mendukung. Penopang penting
bagi dunia pendidikan adalah dari perusahaan di
kawasan industri.

Menurut  Rudito dan Femiola (2007)
bahwa kawasan industri yang baru dibangun ini
memang menimbulkan masalah pelik dan konflik di
masayarakat. Perusahaan merupakan bagian dari
sistem kemasyarakatan (corporate citizenship),
yang berhak atas kehidupannya. Keberadaan
kawasan industri  mengoptimalkan operasional
perusahaan agar tetap terjaga, perusahaan tak
dapat dipisahkan  dari lingkungan masyarakat
tersebutnya,  tidak mengganggu  operasional
pendidikan maupun perusahaan. Demikian adanya,
antara perusahaan dan masyarakat adalah saling
menjaga kepentingannnya, dan yang lebih khusus
lagi adalah penyelenggaraan pendidikan.  Selama
ini kebijakan industri dan pendidikan memang tidak
sejalan. Pembangunan kawasan industri terus
digalakkan, karena industrialisasi bukan saja
merupakan proses perubahan struktur ekonomi,
melainkan juga merupakan perubahan masyarakat,
yaitu masyarakat industri dengan nilai-nilai sosial
budayanya yang khas (Tilaar, 2012 : 138).
Menurut Rudito et al. (2004) masyarakat sekeliling
dan pihak-pihak lain dapat terkena dampak dari
aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, sehingga perusahaan tidak dapat
lepas dari kebergantungan pada pihak lain. Saat ini,
pihak sekitar menghendaki agar  perusahaan dan
masyarakat menjaga keserasian. Cara menjaganya
antara lain diperlukan kerjasama antar keduanya,
sehingga tujuan dari masing-masing stakeholders
dapat tercapai dengan baik, dan perusahaan akan
dianggap penting pada sistem kemasyarakatan
tersebut. Perhatian terhadap mesyarakat tersebut
dikenal sebagai tanggungjawab sosial perusahaan
atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kegiatan CSR ini bersifat sosial dan tidak mengikat.
Bentuknya sebagai pilar-pilar atau sebagai
penopang dan penyokong potensi masyarakat. Pilar-
pilar ini akan bermanfaat baik bagi perseroan itu
sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat
umumnya. Bagi dunia pendidikan, bantuan
perusahaan jelas memiliki manfaat dan banyak
kepentingannya.

Permasalahan utama yang terjadi di kawasan
industri adalah masalah kependidikan, antara lain
anak-anak harus memutar jauh untuk menuju ke
lokasi sekolah, belum adanya sekolah yang
bermutu atau setara dengan daerah lain, perlunya



bantuan pendidikan karena faktor ekonomi, belum
transparannya bantuan pendidikan kepada siswa dan
mahasiswa. Bantuan diperlukan untuk mewujudkan
pendidikan yang lebih tinggi, kemudian lokasi ini
sangat jarang ditemui gedung sarana dan prasarana
sekolah yang memadai.
Fokus kajian adalah mengenai program
CSR pendidikan yang terdapat di kawasan industri
Bogor, melalui sistem assessment, perencanaan,
implementasi, pengendalian, dan kajian dampaknya.
Bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan yang
dimaksud adalah dalam bentuk program CSR
pendidikan. CSR pendidikan yang dijadikan kajian
ini antara lain implementasi praktek kerja, bea
siswa, bantuan infrastruktur (fasilitas) sekolah,
pelatihan, kunjungan (studi visit), dan lain-lain
yang berkaitan dengan bantuan terhadap
penyelenggaraan pendidikan.  Program tersebut
diselaraskan dengan visi dan misi pendidikan
nasional, mengingat bahwa masalah pendidikan
merupakan tugas kita semuanya. Rincian kajian
melipulti,
1). Assessment dan perencanaan CSR pendidikan
2). Sistem implementasi, pegendalian, jenis dan
sifat program CSR
3). Hasil yang diperoleh dan manfaat atas
program, dan dampak
4). Masalah pendidikan yang dihadapi
5). Kebijakan pengembangan CSR pedidikan di
masa mendatang .

Dalam mengkaji implementasi program
CSR pendidikan diperlukan sekali grand theory dan
supporting theory yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah, kebijakan perusahaan, dan kebutuhan
masyarakat lingkungan industri. Di dalam bab ini
akan dibahas mengenai pengembangan masyarakat
(community development) di kawasan industri,
perspektif administrasi pendidikan terhadap CSR
pendidikan.

Guna menelaah pentingnya Corporate
Social Responsibility diperlukan secara luas tentang
azas manfaat pelaksanaan program CSR bagi
masyarakat di sekelilingnya. Dalam menentukan
program tersebut Kotler (2004: 25)
menggarisbawahi lima hal penting yakni perhatian
penuh potensi internal dan ekternal, manfaat adanya
potensi, tindakan yang baik bagi usahanya,
kesadaran akan tindakan yang terus meningkat,
dukungan terhadap perubahan perilaku. Guna
mengimplementasikan program ini  masing-masing
institusi  diharuskan memiliki langkah strategis
antara lain tata kelola yang benar (good
governance), memiliki struktur organisasi yang
mantap,  kepemimpinan  yang  berwawasan
lingkungan, serta memiliki kemampuan
kewirausahaan yang tinggi  (Hitt dan Hoskisson,
2007: 288). Berkaitan dengan program CSR
pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari
pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh
pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah
(dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan
masyarakat  sekelilingnya. Tentang perihal ini,
Tilaar (2012 : 138-139) menggarisbawahi bahwa
sistem pendidikan nasional di zaman industri
modern saat ini sedang menghadapi krisis. Oleh
karenanya perlu proses yang memadai. Proses
menuju masyarakat industri yang bergerak dalam
suatu jalinan beberapa poros transformasi penting
yang mengubah dan memberi arah pada sendi-sendi
kehidupan manusia, termasuk pendidikan nasional.

Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk
publik dan bersifat umum dan terbuka. Sistem
kebijakan ini adalah hubungan timbal balik antara
tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan,
dan lingkungan kebijakan. Seperti yang tertera pada
Gambar 2.1 tiga elemen sistem kebijakan yang
saling terkait.
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Gambar 2.1 : Tiga elemen dalam sistem kebijakan (Dunn, 2000: 110)



Penyelenggaraan pendidikan termasuk ke
dalam kebijakan publik artinya bahwa masalah
pendidikan diikuti oleh semua lapisan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan pendidikan,
penyelenggaraan pendidikan  selalu ditemukan
banyak masalah, maka untuk mengetahui proses
pengkajian masalah diperlukan metodologi analisis
kebijakan. Kebijakan (Dunn, 2000: 3) ini sebagai
perpaduan elemen-elemen dari berbagai disiplin
ilmu politik, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis

kebijakan bersifat deskriptif diambil dari disiplin-
disiplin tradisional.

Mengacu pada Gambar 2.2 bahwa masa
depan kebijakan memiliki konsekuensi dari
serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai,
dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap
suatu masalah kebijakan, yang mengilustrasikan
kebijakan yang berorientasi masalah, berkaitan satu
sama lain.
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Gambar 2.2 : Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 2000: 21)

Informasi mengenai kondisi  yang
menimbulkan masalah adalah sangat penting
diketahui. Hal ini disebabkan informasi yang tidak
memadai, yakni bila melihat masalah kebijakan
yang telah dilaksanakan masa lalu yang tidak dapat

berubah, sedangkan nilai itu sendiri yang dapat
berubah  (Dunn, 2000: 10). Kebijakan program
CSR perusahaan yang telah dilaksanakan sejak
perusahaan berdiri, yakni jauh sebelum Undang-
undang CSR dikeluarkan.
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Gambar 2.3. Model implementasi kebijakan

Aksi kebijakan merupakan suatu gerakan
atau serangkaian yang dituntun oleh alternative
kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di
masa mendatang, yang memiliki nilai. Sedangkan
kinerja kebijakan akan terlihat sebagai derajat atau
tingkatan dimana hasil kebijakan yang ada dapat
member kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.
Oleh karena menimbulkan masalah, maka kinerja
harus ditinjau kembali dan ditata ulang agar menuai
kinerja yang sesungguhnya (Dunn, 2000:109).

Permasalahan kebijakan publik, dalam hal
ini adalah masalah pendidikan merupakan masalah
terpenting dalam sumberdaya manusia. Sementara
itu, Dunn mengetengahkan Kkajian tentang
penyusunan agenda, adopsi, menysusun formulasi,
implementasi, dan sistem penilaian yang harus
dilakukan.
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Gambar 2.5 : Kedekatan prosedur analisis kebijakan
dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan (Dunn, 2000: 25)



Kerumitan dalam implementasi akan selalu
terjadi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang
diamanatkan dalam UU nomor 9 tahun 2009 tentang
Badan Hukum Pendidikan, bahwa terdapat
hubungan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
penyelenggaraan pendidikan (Wijatno, 2009:30).
Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai
penyelenggaraan pendidikan dan strategi
perusahaan melalui program CSR.

Dalam hal pendidikan PBB telah
mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikemas
dalam agenda MDGs (Millenium Development
Goals), agenda ASEAN mengeluarkan
kebijakannya yang termuat dalam deklarasi AEC
(Asean Economic Community) sejak November
2007, yakni elemen tenaga kerja terdidik, dan daya
saing internasional. Sementara itu Indonesia
menyambut komunitas ekonomi ASEAN dengan
mencanangkan empat pilar yang didalamnya
mengandung komunitas integrasi agar siap
menghadapi daya saing di kawasan global, dan
untuk menindak lanjuti program MDGs atau TPG
(Tujuan  Pembangunan  Milenium). Khusus
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam
hal pendidikan dan sosial diusahakan oleh
kelompok pemerintah daerah, sektor swasta, dan
atas swadaya masyarakat. Terkait hal tersebut Hitt
(2007: 32) menggarisbawahi betapa pentingnya
melihat perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh
organisasi secara objektif dari pihak luar.

Kebijakan tentang sistem pendidikan nasional
(sisdiknas) dinyatakan bahwa  bentuk satuan
pendidikan dibagi dalam tiga hal (UU no. 20 tahun
2003, pasal 13), penyelenggaraan pendidikan antara
lain  meliputi pendidikan formal, pendidikan
nonformal, pendidikan informal yang diperuntukkan
bagi pendidikan keluarga dan lingkungan.

Masalah  kebijakan pendidikan, yang
didalamnya adalah merupakan nilai, kebutuhan,
atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat
diidentigikasi, untuk kemudian diperbaiki atau
dicapai melalui tindakan politik (Dunn, 2000: 107).
Merujuk  pada  kebijakan  dalam  bidang
penyelenggaraan pendidikan belum memadai
terutama di wilayah industri baru, kawasan industri
yang sering menimbulkan masalah.  Masalah
lingkungan industri merupakan kompetisi yang tak
dapat dielakkan, karena disana terjadi kecemburuan
sosial dan pengangguran, atau tingkat putus sekolah
yang mengakibatkan pengangguran. Oleh pimpinan
perusahaan, dan dalam unit terkecil diciptakan
SOP  (standard operating procedure), menuju
tindakan riil untuk melaksanakan implementasi
kebijakan dalam bidang pendidikan, dewasa ini
memiliki standard tertentu yang tertuang dalam
sistem  manajemen internasional (IS0,
internasional standard organization), pemerintah
daerah kota dan kabupaten sebagai UPT
menjalankan program pelayanan layanan minimum
pendidikan (SPM bidang pendidikan).

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, metode yang dipergunakan
adalah dengan metodologi kualitatif. Penelitian ini
bersifat kualitatif, yaitu menekankan pada proses-
proses dan makna-makna yang tidak diukur secara
ketat dari segi jumlah, intensitas,  maupun
frekuensi (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Sitorus,
1998). Selama mengadakan penelitian di kawasan
tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan
informan yang tertentu, maka dipandang perlu dan
cocok apabila menggunakan metodologi kualitatif.
Sebenarnya dalam penelitian terdapat berbagai
metodologi, Soegiyono (2009) berpendapat bahwa
metodologi yang dilakukan dalam penelitian terbagi
beberapa cara, yakni kualitatif, kuantitatif atau
gabungan diantara keduanya. Dengan tiga cara ini
sudah barang tentu memiliki kelebihan dan
kekurangan. Telaah wawancara, observasi dan
sistem dokumentasi dilakukan pada waktu dan
tempat tertentu.

Dengan menggunakan metodologi
kualitatif, penulis akan mendapatkan data dan
informasi yang akurasinya dapat terjamin, terbaru
dan terpercaya. = Pengumpulan data dilakukan
dengan kombinasi sumber data (triangulasi) yakni
dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan
analisis dokumen. Sumber informasi ditentukan
secara purposive sampling dan snowballing dengan
responden ditentukan dari petunjuk responden
sebelumnya. Metode etnografi digunakan untuk

menghimpun informasi wawancara dan
pengamatan. Makna kualitatif penelitian ini juga
dalam hal posisi peneliti terhadap subyek
penelitian dalam relasi subyek-subyek

(intersubjectivity).

Efektivitas yang dimaksud adalah
keefektifan program CSR pendidikan, sehingga
pada penelitian ini akan dilihat mulai assessment
CSR pendidikan, perencanaan, implementasi,



evaluasi hingga dampaknya yang terjadi akibat
pelaksanaan CSR, sehingga perubahan-perubahan
yang tidak terkait dengan CSR tidak akan diteliti.
Pada penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk
melengkapi dan memperkuat informasi yang
didapatkan  dari informan, responden dan
stakeholder.  Pendekatan kuantitatif digunakan
dalam penelitian ini dengan maksud untuk mencari
informasi faktual secara mendetail yang sedang
menggejala dan mengidentifikasi masalah-masalah
atau mendapat justifikasi keadaan dan kegiatan-
kegiatan yang sedang berjalan (Singarimbun dan
Effendi, 2006).

Penelitian ini dibatasi oleh dimensi ruang
dan waktu, dilakukan di Kawasan Industri Bogor,
tepatnya diwakili oleh Kecamatan Citeureup,
Babakan Madang, Gunung Putri dan Cileungsi,
yang terdiri dari desa binaan dan kampung-
kampung baru, yakni di Desa Citeureup, Desa
Puspanagara, Desa Tajur, Desa Hambalang, Desa
Lulut, Desa Gunungsari, Desa Nambo, Desa
Bantarjati, Desa Narogong, Desa Gunung Putri,
Desa Kranggan, Desa Cileungsi, Desa Leuwi Karet,
Desa Tarikolot dan Desa Leuwi Nutug. Penentuan
lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja
(purposive), memilih tiga perusahaan besar,
Indocement Heidelberg  dipilih menjadi kasus
penelitian karena meraih CSR Award 2008 dan
tahun 2013 Kkategori sosial-lingkungan dan

Peringkat Emas PROPER 2009 hingga tahun 2013
terus menerus mendapat Peringkat Emas. Holcim
group dipilih menjadi kasus penelitian karena juga
meraih CSR Award 2008 dan tahun 2013 kategori
sosial-lingkungan dan Peringkat Emas PROPER
2009 hingga tahun 2013 terus menerus mendapat
Peringkat Emas. Kondisi yang sama juga terjadi
pada Bogasari Group. Penelitian dilaksanakan pada
bulan Januari 2011 hingga bulan Februari 2012.
Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap. Tahap
pertama adalah pengumpulan literatur dari berbagai
sumber untuk memenuhi kebutuhan pendekatan
teoritis.

Model konseptual sesuai dengan gambar
(visualisasi  proses), dengan mengetengahkan
masukan — proses — keluaran — dan azas manfaat,
dapat dijelaskan secara sederhana. Kunci utama
adalah melaksanakan program sesuai dengan
rencana. Model ini disusun memiliki makna dan
tujuan, yang diharapkan dalam implementasinya
dapat berjalan dengan tepat, efisien, dan efektif
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tentu
saja dalam model konsepsual yang sederhana ini
mengandung tujuh criteria, yang rasional (dapat
didasari atas perhitungan dan pengukuran),
memiliki ~ tujuan, menentukan memperkirakan
asumsi, ada visualisasi, strategi implementasi,
indicator keberhasilan, dan dapat dievaluasi.
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Gambar 4. : Model konseptual tentang implementasi CSR pendidikan yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil
penelitian dan pembahasan mengenai implementasi
program CSR bidang pendidikan bagi masyarakat
sekitarnya. Implementasi ini sesuai dengan program
perusahaan yang memiliki komitmen terhadap dunia
pendidikan, membangun dan meningkatkan
fasilitas pendidikan, mendukung penyelenggaraan
pendidikan, memberikan perhatian kepada siswa
dan mahasiswa berupa bea siswa dan mengadakan
riset, serta penulisan karya tulis. Program CSR
pendidikan merupakan sistem yang dicanangkan
yang berkaitan dengan efektivitas program melalui
essessment CSR bidang pendidikan, perencanaan,
implementasi, pengendalian dan dampak atas
bantuan tersebut. Program tersebut adalah :

a) Bantuan pembuatan sarana dan prasaana
untuk sekolah (pendidikan)

b) Bantuan laboratorium, alat tulis buku,
kelengkapan siswa, dan lain-lain

¢) Kunjungan siswa (study visit)

d) Pelatihan dan pendidikan, pengembangan
masyarakat

e) Praktek kerja lapang (PKL), praktek kerja
industri (prakerin), KKN

f) Program beasiswa

Program SCR meliputi pendidikan,
kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan agama,
keamanan dan keselamatan lingkungan, reklamasi
dan kerjasa dengan perguruan tinggi, pemberdayaan
bidang pertanian perikanan dan peternakan. Untuk
itu, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat



pendidikan dapat diterangkan ke dalam perceptual
mapping resources authority (peta atas penguasaan
sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan),
perusahaan besar telah memanfaatkan sumberdaya
alam dan sekaligus mempekerjakan rubuan
karyawan. Perceptual mapping bantuan
kependidikan dari perusahaan. Terdapat empat
posisi yang berbeda, besar atau kecilnya bantuan
perusahaan, besar atau kecilnya kebutuhan
pendidikan.

Assessment merupakan penilaian,
pengkajian, pengukuran, pertimbangan, penelaahan
terhadap  kebutuhan  masyarakat  lingkungan
perusahaan, dan secara khusus kepentingan
penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga

assessment CSR untuk bantuan berupa barang jasa
yang dinilai akan sangat bermanfaat bagi
masyarakat sekitarnya, dan berperan dalam berbagai
hal  seperti  berfungsi  sebagai  perbaikan
infrastruktur, mempermudah  transportasi,
membantu menjaga kebersihan, dan Assessment
dilakukan untuk mengetahui jumlah sekolah dan
siswa yang mendapat bantuan, infrastruktur
penunjang pendidikan, pelatihan yang sesuai
kompetensinya. ~ Anggaran  tersebut  dibuat
bersamaan dengan penyusunan  perencanaan
tahunan, dan yang terpenting adalah perusahaan
harus mengeluarkan dana bantuan.

Table 4. 1. Bantuan produk riil dan produk jasa langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan

Bentuk Program CSR Produk Riil Produk Jasa
Bidang Pendidikan
Holcim Group 1. Pembangunan gedung Pelatihan menjahit
sekolah Pelatihan perdagangan

2. Bantuan pembuatan jalan
dan gang menuju sekolah

3. Bantuan laboratorium
dan fasilitas belajar

4. Bantuan bea siswa

Bogasari 1. Perbaikan jalan menuju
sekolah
2. Perbaikan fasilitas
sekolah
3. Bantuan bea siswa
Indocement Heildelberg 1. Pembuatan gedung
sekolah TK, SD, SMP,
SMA

2. Pembuatan infrastruktur,
dan fasilitas penunjang
ke sekolah

3. Perbaikan fasilitas
sekolah

4. Bantuan bea siswa

5. Donasi semen

Pelatihan guru SD dan SMP
Penyelenggaraan praktek kerja,
studi visit

rowpnpE

1. Pelatihan pembuatan kue

2. Lomba karya tulis tentang gizi
dan pangan

Penyelenggaraan praktek kerja,
studi visit

Pelatihan peternakan

Pelatihan perikanan

Pelatihan agribisnis

Pelatihan teknik dan bengkel las
Pelatihan mengemudi
Penyelenggaraan praktek kerja,
studi visit

w

oupwNE

Sumber : Bina Lingkungan di Kawasan Industri Bogor (diolah)

Program CSR pendidikan  disesuaikan
dengan visi dan misi pemerintah adalah untuk
mewujudkan daya saing dan siap menghadapi
kompetisi. Maka dari itu untuk perencanaan CSR
pendidikan diperlukan planning pembuatan sarana,
fasilitas yang sesuai dengan tata letak daerah
tersebut, guna mendukung SPM, IPM dan MDGs.
Assessment CSR bidang pendidikan yang
dimaksudkan pada penelitian ini adalah perkiraan
dan penilaian atau prediksi mengenai jenis bantuan
pendidikan yang meliputi :

a) Sekolah mana saja dan perguruan tinggi mana
yang akan dibantu

b) Desa mana saja yang menjadi prioritas
perhatian

c) Mahasiswa dari perguruan tinggi mana yang
akan diberikan bea siswa

d) Seberapa besar jumlah dana Yyang
dianggarkan untuk membantu pendidikan

e) Perkiraan waktu yang tepat untuk menyusun
anggaran dan pemberian dana

f) Sistematika pemberian dana (implementasi
program) yang akan disusun



g) Strategi implementasinya agar terwujud

Perencanaan pendidikan sesuai dengan visi dan
misi pemerintah adalah untuk mewujudkan daya
saing dan siap menghadapi kompetisi.  Kajian
kebutuhan pendidikan terkait dengan CSR
pendidikan, selain melakukan assessment dan
planning seperti tersebut di atas, selanjutannya
untuk kebutuhan CSR pendidikan adalah sebagai
berikut :

a) Mempelajari dan merencanakan kebutuhan
sekolah-sekolah terutama sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah tingkat atas yang ada di
kecamatan  dan  kabupaten  tempat
perusahaan tersebut melakukan produksi

b) Mempelajari kebutuhan praktek langsung di
lapang, terutama di sekolah menengah
tingkat atas profesi (sekolah menengah
kejuruan) yang ada di kecamatan dan
kabupaten tempat perusahaan tersebut
melakukan produksi

c) Mempelajari kebutuhan perguruan tinggi
yang berdekatan dengan perusahaan
tersebut (terutama perguruan tinggi negeri
di kabupaten atau provinsi tempat
perusahaan beroperasi

d) Mempelajari fakultas dan jurusan yang
terkait dengan perusahaan mulai dari input,
proses dan out put yang ada di perusahaan
tersebut, dsb.

e) Mempelajari kebutuhan perusahaan itu
sendiri terkait dengan kajian atau penelitian
apa yang diperlukan perusahaan yang ada
hubungannya langsung dengan jalannya
kegiatan perusahaan

f) Melibatkan para pemangku kepentingan
terkait dengan dunia pendidikan, terutama
yang ada di wilayah perusahaan tersebut,
untuk bersama-sama menentukan arah
kebijkan pelaksanaan CSR pendidikan.

Kebutuhan pendidikan formal, non formal,
dan informal sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat. Perencanaan disusun sesuai dengan
mekanisme dan peraturan serta persyaratan umum,
berisi juga mengenai dana bantuan (budget), antara
lain :

a) Perencanaan dalam pemberian beasiswa
siswa dan mahasiswa

b) Penyusunan rencana jadwal PKL (prakerin)
dari sekolah menengah kejuruan dan
mahasiswa sesuai kompetensi

c) Perencanaan Study visit  dari instansi
sekolah dan institusi lain

d) Perencanaan terhadap bantuan sarana dan
prasarana pendidikan

e) Perencanaan pelatihan (pendidikan non
formal)

Tahap pelaksanaan atau implementasi
merupakan hal yang paling penting, sebagai
tindakan nyata (riil) dilaksanakan sesuai
rencananya. Tiga perusahaan yang menjadi tempat
kajian telah mengimplementasikan CSR bidang
pendidikan, Holcim Group, Bogasari Group,
Indocement Heidelberg Group. Teknis pelaksanaan
pemberian bantuan adalah secara langsung kepada
siswa atau mahasiswa melalui institusinya, dan
secara tidak langsung. Besaran berapa jumlah
pendanaan yang sudah harus disiapkan dalam
anggaran tahunan. Beasiswa untuk anak karyawan
pada umumnya diberikan pada karyawan golongan
tertentu (sedang ke bawah), dan memiliki prestasi
di sekolahnya. Bantuan beasiswa untuk putra-putra
karyawan pada umumnya hanya dilakukan di
perusahaan-perusahaan  skala  besar, dengan
besarnya dana yang diberikan sama dengan bantuan
untuk masyarakat umum.

Manfaat beasiswa bagi mahasiswa antara
lain untuk membantu membayar uang Kkost,
membeli alat tulis, bahkan alat komunikasi,
kebutuhan makan dan minum, bahkan membantu
orang tuanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah
memberikan semangat belajar agar
mempertahankan nilai, dan mengejar cita-citanya.
Adapun langkah-langkah yang umumnya dilakukan
perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bogor,
antara lain adalah:

a) Perusahaan menugaskan karyawannya yang
mempunyai kemampuan, komitmen, yang
diserahi  tanggung jawab (person in
charge/PIC) terhadap CSR pendidikan, atau
dari bagian lingkungan.

b) Melakukan kegiatan monitoring pada
pelaksanaan dan pada kemajuan Kkegiatan
CSR pendidikan sesuai dengan mekanisme
monitoring yang sudah direncanakan.

c) Melakukan evaluasi kegiatan CSR
pendidikan, terutama pada program-program
yang telah  berjalan, dan sekaligus
mendokumentasian kemajuan dan
keberhasilan yang telah dicapai.

d) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk
menjamin agar kegiatan CSR pendidikan
yang sedang dan telah berjalan dapat



dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan
datang.
Azas manfaat diberikan bantuan sesuai dengan yang
disepakati dan dikategorikan melalui  distribusi

dan alokasi dana bantuan, sepetrti dalam tabel

berikut ini.

Tabel 4.2 Alokasi dan makna bantuan program CSR pendidikan

Menjelang smester atau
kenaikan kelas

Distribusi dan alokasi
Sekitar kawasan

Makna , azas manfaat

Siswa sekolah Dasar

Siswa Sekolah Menengah
Pertama
Siswa SMA / MA/ SMK

langsung

Mahasiswa

Distribusi ke sekolah dasar di
wilayah Bogor
Distribusi dan alokasi bantuan

Distribusi dan alokasi langsung

Wilayah Bogor, dan Perguruan
Tinggi di P Jawa dan luar Jawa.

Siswa yang mendapat
bantuan CSR
Menambah daya
tampung lulusan SD
Menambah daya
tampung lulusan SMP
Sifat membantu dan
menunjang aktivitas
pembelajarannya

Bentuk bantuan kepada Sekolah SD, SMP, SMA,
dan SMK, tidak memandang apakah sekolah baru
atau lama. Untuk perguruan tinggi yang jaraknya

tersendiri. Biasanya mahasiswa akan diundang ke
perusahaannya sebagai sosialisasi kepedulian
perusahaan terhadap pendidikan, dan ini akan

relative jauh akan mendapat pertimbangan membawa dampak positif.
Tabel 4. Jenis-jenis bantuan yang diberikan pada kegiatan pendidikan formal

No Subyek Bantuan SD SMP SMA SMK Perg Tinggi

1 Bea Siswa N N N N N

2 Peralatan Sekolah \ \ \ v \

3 Laboratorium \ \ \ \

4 Buku bacaan - \ \ \/ \
Perpustakaan

5 Perbaikan gedung \ \ \ v

6 Pembuatan Gedung \ \
Baru

7 Pengelolaan \ \ \ \/
Perpustakaan

8 Kesehatan \ \ \ \ \
Lingkungan Sekolah

9 Pelatihan Bagi Guru, \ \ \ \
dan masyarakat

10  Plant Visit, Studi \ \ \ \
Karya

11 Praktek Kerja \ \
Lapangan, Prakerin

Sumber : Kawasan industri Bogor (diolah, 2010)
Sistem pengendalian sebenarnya terletak Sistem pengendalian dilakukan secara terus

pada kondisi perusahaan, yakni masalah dana
keuangan (financial). Namun  demikian,
pengendalian  tergambar  pada  kepentingan
manajemen  yakni aspek SDM, kebutuhan

lingkungan, operasional mesin produksi, sistem
yang dilakukakan, financial, dan bahan baku.

menerus melalui monitoring dan evaluasi program.
Pengendalian  terhadap beban biaya yang
dikeluarkan ini tidak begitu mempengaruhi
perusahaan karena nilai persentasenya sangat kecil.
Namun demikian, sebenarnya bagi dunia
pendidikan memiliki nilai relative besar. Dari tiga



perusahaan yang menjadi focus kajian memiliki
dana CSR lebih dari seratus milyar, agar dilakukan
lebih efisien dan efektif.

Sistem pengendalian CSR pendidikan
adalah salah satu bagian dari sistem manajemen,
yang berperan untuk mengendalikan program yang
sudah diperkirakan (assessment), dan sudah
direncanakan serta selanjutnya diimplementasikan
oleh suatu perusahaan. Pengendalian ini terletak
pada pimpinan perusahaan sebagai peyandang dana
CSR Pendidikan. Tujuan dari pengendalian dari
implementasi bantuan CSR pendidikan ini adalah
agar implementasi atau pelaksanaan bantuan CSR
pendidikan tersebut terarah, sehingga dapat berjalan
dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan yang
diharapkan.

Seiring dengan program CSR bidang
pendidikan, terdapat perubahan paling nyata adalah
penyelenggaraan pendidikan. Dengan pola dan
sistem teratur dan semakin pasti, bidang pendidikan
semakin hari semakin merasakan manfaatnya.
Dengan sistem penilaian (perkiraan, dan penilaian),
pelaksanaan program yang efektif, maka para siswa
dan mahasiswa di sekitar perusahaan semakin
semangat untuk berkompetisi.

Citra (image) positif yang terlihat secara
kasat mata dari bantuan CSR pendidikan antara lain
adalah :

a) Sebagala bentuk bantuan dapat berfaedah
dan berguna untuk meningkatkan citra
sekolah, dan perguruan tinggi. Kegiatan
pelaksanaan  CSR  pendidikan  akan
menjadikan sekolahnya berani berkompetisi
dengan daerah lain, dengan berbagai catatan
bahwa program dapat diteruskan sesuai
dengan perkembangan. Fasilitas dan
lingkungan sekolah yang lebih rapih dan
tertata dengan baik.

b) Pelatihan terhadap guru dan tenaga
kependidikan serta masyarakat dapat
meningkatkan potensinya.

c) Masyarakat sekitar kawasan industri yang
serius ingin mendapatkan pengetahuan
melalui pelatihan-pelatihan untuk
masyarakat, meningkat kompetensinya dan
lebih berdaya serta lebih mandiri.

d) Siswa/mahasiswa dapat mempraktekan teori
yang didapat di bangku sekolah pada saat
melakukan PKL/prakerin

e) Mahasiswa dapat melakukan penelitian
dengan mudah dan biaya yang dibantu
perusahaan, serta dapat memperbanyak
tempat untuk koas, internship atau magang

f) Siswa atau mahasiswa yang berasal dari
keluarga tidak mampu, dapat meraih cita-
citanya melalui bantuan beasiswa dari
perusahaan.

Berikut ini  diketengahkan  mengenai
pembahasan atas hal-hal yang ditemukan selama
penelitan, dan sekaligus akan dijelaskan mengenai
model konseptual implementasi CSR pendidikan.
Pembahasan berkisar pada hasil temuan seperti
yang telah dijelaskan di atas, yakni mengenai
assessment, perencanaan, implementasi,
pengendalian, dan dampaknya. Kelima alat
tersebut merupakan sistem pendekatan yang dikaji,
yang didalamnya mengandung uraian Kkegiatan
pelaksanaan program meliputi praktek kerja,
bantuan bea siswa, study visit, pelatihan, bantuan
sarana dan prasarana (infrastruktur), dan lain-lain
yang Dberkaitan dengan bantuan kependidikan.
Perusahaan-perusahaan berskala besar maupun
skala kecil sudah melakukan kegiatan CSR
pendidikan,  bahkan  pelaksanaannya  sudah
dilakukan jauh sebelum adanya perundang-
undangan.

Aspek azas kekeluargaan tercermin dalam
pelaksanaan bantuan khususnya melalui program
yang rutin dan terkendali.  Bantuan terhadap
infrastruktur, khususnya terhadap lingkungan
sekolah dasar dan menengah telah dilakukan sebatas
kebutuhan sekolah, perbaikan ruang Kkelas,
perbaikan jalan yang ringan. Bantuan tersebut t

idak mengikat, dan hanya bersifat sosial
secara langsung, oleh karena itu masing-masing
sekolah atau perguruan tinggi dapat mengajukan
proposal yang tidak perlu diketahui oleh dinas
pendidikan setempat. Dinas pendidikan dan
kebudayaan sebagai UPT, tidak memiliki
kewajiban untuk menerima atau menyalurkan,
sementara ini dan sejauh ini hanya menerima
laporan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data dan informasi yang diperoleh dan telah

diuraikan pada bab IV, pada akhirnya diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:



1. Sistem  Assessment dalam  bidang
pendidikan di kawasan industri sangat perlu
dan penting, yang berguna untuk
menentukan langkah-langkah ke depan,
khususnya dalam implementasi kebijakan
CSR pendidikan.

2. Sistem perencanaan CSR pendidikan di
Kawasan Industri Bogor belum dapat
dilaksanakan efektif sebagai akibat adanya
keinginan pencitraan dari masing-masing
perusahan yang terlalu kuat, sehingga setiap
perusahaan tidak saling terbuka, bersifat
rahasia, dan mengakibatkan bantuan yang
diberikan ke sekolah atau pada desa sekitar
tidak adil dan merata.

3. Implementasi CSR pendidikan di Kawasan
Industri Bogor belum dapat dilaksanakan
secara efektif. Sistematika distribusi dan
alokasi dana tampak tumpang tindih terhadap
kegiatan dan tujuannya, misalnya bea siswa,
PKL, studi visit, bantuan infrastruktur,
pelatihan  (training, seminar, workshop).
Penggunaan dana CSR terbesar lebih
diperuntukkan  kepada yayasan yang
dibangun oleh perusahaan (yayasan internal),
dan dana bantuan yang diberikan tidak
disesuaikan dengan prioritas kebutuhan
pendidikan. Pelaksanaan (implementasinya)
lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang
bersifat politik mercusuar.

4. Sistem pengendalian CSR pendidikan di
Kawasan Industri Bogor sudah dilakukakn,
namun perlu ditingkatkan secara efektif dan
efisian, sebab yang terlihat dari adanya
program-program yang belum tepat sasaran,
belum tepat waktu dan belum tepat guna,
dan CSR pendidikan bukan menjadi
prioritas utama. Dampak CSR pendidikan di
Kawasan Industri Bogor memiliki dampak
positif dan negative.

5. Wacana perwujudan meningkatkan mutu
pendidikan sebagaimana digariskan oleh
SPM, IPM, dan MDGs masih sangat kecil,
diperlukan kerja lebih cerdas dan Kkerja
keras.

Setelah melakukan analisis terkait dengan
program CSR dan pendidikan di lokasi kajian, agar
program CSR pendidikan dapat dilaksanakan secara
optimal, diperlukan penelitian lanjutan, yakni:

a) Pemanfaatan dana CSR lebih
mengedepankan bidang pendidikan.
Meningkatkan hubungan industrial
pendidikan antara perusahaan, sekolah dan
pemerintah dalam meningkatkan mutu
pendidikan Kkhususnya bagi masyarakat
sekitar kawasan industri.

b) Future research adalah seberapa jauh
tanggung jawab pendidikan dari pemerintah
daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan di
daerah tertinggal.
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